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LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.2, 2009 Ekonomi. Lembaga.  Pembiayaan.  Ekspor.
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4957)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk
mencapal masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa sektor perdagangan luar negeri merupakan salah satu
faktor penunjang pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas
perekonomian nasional untuk meningkatkan kesgahteraan,
kemajuan, dan kemandirian bangsa;

c. bahwa untuk mempercepat lgu pertumbuhan perdagangan
luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku
bisnis, diperlukan suatu lembaga pembiayaan independen
yang mampu menyediakan pembiayaan, penjaminan,
asuransi, dan jasa lainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesig;
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Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN
EKSPOR INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Pembiayaan Ekspor Nasional adalah faslitas yang
diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam
rangka mendorong ekspor nasional.

Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Perbankan.

Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan non-bank
yang salah satu kegiatannya memberikan pembiayaan
kepada Eksportir.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah

pabean Indonesia dan/atau jasa dari wilayah Negara
Republik Indonesia.

Eksportir adalah badan usaha, baik berbentuk badan hukum
maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk
perorangan yang melakukan kegiatan Ekspor.

Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah yang disediakan oleh Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia.
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9. Kredit adalah fasilitas pinjaman, bak berbentuk tunai
maupun non-tunai, yang mewgibkan pihak peminjam
melunasi  seluruh kewgibannya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga maupun imbalan jasa.

10. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah faslitas
pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang
mewagjibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan
fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil.

11. Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan
hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan
perjanjian antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan Pembiayaan
Ekspor Nasional.

12. Penjaminan adalah pemberian faslitas jaminan untuk
menanggung pembayaran kewagjiban keuangan pihak
terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi
kewajiban perikatan kepada kreditornya.

13. Asurans adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas
kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa
yang tidak pasti.

BAB Il
PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL
Bagian Kesatu
Asas, Tujuan, dan Kebijakan Dasar
Pasal 2

Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional berdasarkan
alas asas.

a. kepentingan nasiondl;

kepastian hukum;

keterbukaan;

akuntabilitas;

profesionalisme;

efisiens berkeadilan; dan

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

@ ~ o oo o


http://www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.2

Pasal 3

Pembiayaan Ekspor Nasional bertujuan untuk menunjang
kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program
ekspor nasional.

Pasal 4

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar Pembiayaan Ekspor
Nasional untuk:

a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi
peningkatan ekspor nasional;

b. mempercepat peningkatan ekspor nasional;

c. membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang
berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk
ekspor; dan

d. mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah,
dan koperas untuk mengembangkan produk yang
berorientas ekspor.

Bagian Kedua
Bentuk Pembiayaan Ekspor Nasional
Pasal 5

(1) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

a. Pembiayaan;
b. Penjaminan; dan/atau
c. Asurans.

(2) Pembiayaan Ekspor Nasiona sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan kepada badan usaha baik badan usaha
yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk
badan hukum termasuk perorangan.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
berdomisili di dalam atau di luar wilayah Negara Republik
Indonesia.
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Pasal 6

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja
dan/atau investasi.

Pasal 7

Bentuk Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf b meliputi:

a. Penjaminan bagi Eksportir Indonesia atas pembayaran
yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar
negeri;

b. Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesiadi luar
negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan
diberikan kepada Eksportir Indonesia untuk pembiayaan
kontrak Ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau
pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu
perusahaan Indones a;

c. Penjaminan bagi Bank yang menjadi mitra penyediaan
pembiayaan transaks Ekspor yang telah diberikan kepada
Eksportir Indonesia; dan/atau

d. Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan
pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian
merupakan kegiatan yang menunjang Ekspor.

Pasal 8

Asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
c dapat diberikan dalam bentuk:

a. Asurang atasrisiko kegagalan Ekspor;
b. Asurans atasrisiko kegagalan bayar;

c. Asurans atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan
Indonesiadi luar negeri; dan/atau

d. Asurans atas risko politik di suatu negara yang menjadi
tujuan ekspor.
Pasal 9

Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dilakukan oleh lembaga keuangan yang didirikan
khusus untuk itu.
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